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_ LEMBARAN'- ·oAERAH 
1.""" 

l.(ABUPATEN DAFRAH TINGKAT II REMBANG 
NOMOR 7 TAHUN 1995 SBRI D No 4- 

PERA11JRAN DAERAII KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 
NOMOR 10 TAHUN 1995 

·TEN TANG ....... .. . 
ORGAMSASI DAN TATA KERJA KANfOR PEMBANGUNAN MASYARAl<XI' 

DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT n REMBANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA F.SA 

BUPATI KEPALA OAF.RAH 'IlNGKAT II RFMBANG 

Menimbang : a. bct"\\AICI dalcrn rangka peningkatan kelarcaran penyelenggaraan 
pembangunan masyarakat Deso secara berdayaguna don 
berhasilguna, don peningkatan koordinasi dan partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan. dipandang perlu untuk 
menata kembali organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat 
Desa di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ; 

b. bahwa untuk melaksanakan huruf a diatas perlu diatur don 
ditetapkan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 
II Rembang. 

Meng ingot 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Proplnsi Jawa 
Tengah; 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 197 4 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indone­ 
sia Tahun 197 4 Noma 38, Tcrnbahan Lembcran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3037) ; - 

• 
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3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Deso (Lembaran 
Negara Repu:>lik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahm Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3153) ; 

4 Peraturan Pemerintah Noma 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan lnstansi 
Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Noma 10, 
Tambahan Lernbaran Negara RepubHk Indonesia Nomor 33 7 3) ; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaroon Otonomi 
Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1992 Nomor 7 7, Tcrnbahan Lembaran Negara Republik Indone­ 
sia Nomor 3487) ; 

6 Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Peningkatan dan 
Penyempurnaan Lembaga Sosial Deso n1er4adi Lembaga Ketahancrl M05)Uakat 
Deso; 

7 Kepulusc.rl Presiden Norror 15 Tah..Jn 1984 tentcrg SU9..Jnan Orgcrisas Departernen 
segaimana dubah teral<hir dengan Keputusan Ptesiden Republik ndonesia Norror 
58 Tahun 1993 ; 

8. KePlJh:!son Menteri Cx:ltam Negeri Nomor 6 Tah..n 1988 ten!ang A'osed.Jr Penetapa, 
Produk-proouk Hukum di Lingkungan Depcrtemen Dolam Negeri ; 

9. Keputuson Menteri Dalam Negeri Nornor 92 Tahun 1992 tentang Organisosi don 
Tatakerja Departemen Dalam Negeri ; 

l 0. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 1993 tentang Organisasi dan 
Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Deso Ptopinsi Daerah 1ingkat I don 
Kantor PembangLnan Masyarakat Deso Kabupaterv'Kotarnadya Daerah 1ingkat 
II. .. 

11 . Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 97 Tahun 1 993 tentang R:>la Organisasi 
Pemerintah Daerah dan Wilayoh , 

12. lnstruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1994 tentang Petunjuk Pelal<sonam 
Keputusan Menteri Dalam Negeri NomOI' 80 Tahun 1993 tentang Organisasi don 
Tatakerja Kantor Pembangunan Masyarakat Deso Propinsi Daerah Tingkat I dan 
Kantor Pembangman Masyarakat Deso Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 
II ; 

.. 

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah lingkat II 
Rembang 
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MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II 
REMBANG TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR 
PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN DAERAH 
TINGKAT II REMBANG. 

BAB 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Da!am Peraturan Daerah ini. yang dimaksud dengan : 

a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Derah lingkat II Rembang; 

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah lingkat II Rembang ; 

c. Kantor Pembangunan Masyarakat Deso adalah Kantor Pembangunan Masyarakat 
Deso Kabupaten Daerah lingkat II Rembang ; 

d. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pembangunan rnasyarakat Desa Kabupaten 
Daerah Tingkat I! Rembang ; 

e. Deso adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 
kesatuan masyarakat termasuk didalamnya kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Carnot dan 

.. berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara 
kesatuan Republik Indonesia ; 

f. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang 
mernpunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung dibawah Carnot yang 
tidok berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri ; 

Lernbaga Ketahanan Masyarakat Deso adalah Lembaga Ketahanan M~arakat 
yang ada di Desa dan Kelurahan . 

g. 

.. BAB II 

KEDUDUKAN. TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Pasal 2 
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( 1 J Kantor Pembangunan Masyarakat Deso adalah unsur pelaksana Wilayah/Daerah 
yang berada dibawah don bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah 
don dibina secara teknis fungsional oleh-Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa 
Tengah. 

(2) Kantor Pembangunan Masyarakat Deso dipimpin oleh seorang kepala kantor . 

Posal 3 

Kantor Pembangunan Masyarakat Deso mempunyai tugas pokok melaksanakan 
pengembangan Deso, ketahanan masyarakat Deso. usaha ekonomi Deso, sumber 
daya Deso don pemul<iman Deso, serta pendayagunaan teknologi tepat guna . 

Posal 4 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini, 
Kantor Pembangunan Masyarakat Deso mempunyai fungsi ; 

a. Penyusunan rencana pelaksanaan, pelaksanaan program penvusunon bahan 
pertimbangan pemberian perijinan don pembinaan teknis di bidang 

.pe~bangLnOn masyarakat Deso ; 

b. Koordinasi pelaksanaan pembangunan masuk Deso don pengembangan 
prd<ars::rdc:rl swadcryO gotong roya,g masyaakat dalam kegiatan pembang.nan 
masyaral<at Deso ; 

c. Penilaian don penyusunan laporan di bidang pembangunan masyarakat Deso; 

d. Pelaksanaan urusan keseketariatan Pembangunan Masyarakat Deso . 

BAB Ill 

ORGANISASI 

Bagian Pertama 

Pola Dan Susunan Organisasi 

Pasal 5 

Organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat Deso ditetapkan Pola Minimal . 
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Pasal 6 

( l) Susunan Organisasi Kantor fembangunan Masyarakat Desa terdiri dari . 

a. Kepala Kantor ; 

b. Sub Bagian Tata Usaha ; 

c. Seksi Fengembangan Deso ; 

d. Seksi Ketahanan Masyorokat Deso.': 

e. Seksi Usaha Ekonomi don Pernudrnon Deso ; 

f. Kelompok Jabatan Fungsional . 

(21 Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi-seksi sebogairnana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini, 
masing-masing dipimpin oleh seorang Kepola yang berada dibawah don 
bertanggung jawab kepada Kepala Kantor . 

(3) Bagian Organisasi Kantor Pembangunan Masyarokat Deso sebagaimano 
tercantum doiorn Lompiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan 
Peraturan Daerah ini. 

Bagian Kedua 

Kepolo Kantor 

Pasal 7 

Kepala Kmtor mernimpin pelaksanaan tugas pokok dan flngsi sebagcirnana dirnaksud 
Pasal 3 don 4 Feroturan Daerah ini . .. Bagian Ketiga 

Sub Bagian Tata Usaha 
Pasal 8 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengkoordinosikan Perwusunor; rencano 
dan peratuan Fen..nck:lng-mcx:mgm, melaksmakan LllJSa1 kesekretaiaton 'yelng melipuli 
kepegawaian. mengelolo urusan keuangan. urusan rumah tangga, urusan 
ketatausahaan serta pemantauan, pengumpulan data don menyusun Laporan . 

• 
Posa! 9 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Fbsal 8 Feraturon Daerah ini, Sub Bagian 
Tata Usaha mempunyai fungsi : 
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a. Koordinasi penyusunan rencana dan program dibidang pembangunan 
masyarakat desa don penyusunan lapo(an ; 

b. Koordinasi don penyiapan naskah peraturan Perundang-undangan dibidang 
pembangunan rnasyacakat desa ; 

c. ~ntaoon, penilaian, pengunpuan da1 cnafisa data tentcrig hast petakronaan 
tugas ; 

d. Pelaksanaan urusan kepegawaian 

e. Pengelolaan urusan k.euangan ; 

f. pelaksanaan urusan rumah tangga 

g. Melaksanakan urusan ketata Usahaan pembcngunan masyarakat desa ; 

Pasal l O 

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari : 

a. Urusan Perencanaan; 

b. Urusan Kepegawaian ; 

c. Urusan Keuangan ; 

d. Urusan Tata Usaha dan Rumah Tangga . 

(2) Urusan-urusan sebagaimcna dimak.'iud ayat ( 1) Posal ini, rnasing-masing dipimpin 
oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha . 

Pasal l l 

(1) Urusan Perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana don program. 
perg.mpu!an data. pernantauan pelaporan. serta menyiq:>km naskah peraturan 
pen.ndang-Llldangan den dokumentasi ; 

(2) Urusan Kepegawaian mempunyci tugas n,elaksanakan urusan kepegawaiah ; 

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran 
pembiayaan,pengelolaan keuangan dan memberikan bimbingan teknls 
pe{aksanaan anggaran ; 

(4) Urusan Tata Usaha dal Rurnct1 Tangga mempunyai tugas rnelaksanakan urusan 
per1engkapan, urusan dalam. pernelihaaan bcrang-barmg inventaris don urusan 



a. 

b. 
c. 

d. 

e. 

f. 

g. .. 
h. 
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perjalanan dinas serta surat-menyurat. pengetikan dan penggandaan 

Bagian Keempat 
Seksi Pengembangan Desa 

Pasal 12 

Seksi pengembongan Deso mempunyai tugos melaksanakan pembinaan 
pengembangan Deso don pendayogunaan teknologi tepat guna yang meliputi 
pendatoon, evaluasi don lomba Desa, unit daerah kerja pembangunan. tata Deso, 
pengembangan kawasan terpadu dan pemasyarakatan teknologi tepat guna. 

Pasal 13 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 1 2 Peraturan Daerah ini, Seksi · 
Pengembangon Desa mempunyai tugas : 

Pengumpulan data don evaluasi program-program pembangunan yang masuk 
desa; 
Bimbingan don penilQian pelaksanaan periombaan desa ; 
Penyusunan rencana don program pengembangan monajemen pembangunan 
mosyarokat Deso ; 
Bimbingan don petunjuk teknis peneraP9n Pola Tata Deso. pemantauan serta 
evaluosi tingkat perkembangan Deso ; 

Bimbingan teknis pelaksanoan program pengembangan kawasan terpadu ; 

pembinaan bimbingan teknis pengeldaan pernbangunan desa terpodu ; 

Bimbingan teknis pelaksanoan program kerjasama don pengkajiah teknologi 
tepatguna; 

Bimbingan don petunjuk teknis dalam rangka merncsvcrokotkon don 
memanfaatkan tekroloqi tepatguna ; 

Pemantouon don evaluasi pelaksanoan program tingkat perkembangan Deso 
don pendayogunoon teknologi pedesoon . 

Pasal 14 

(1) Seksi Pengembangan Deso terdiri dori : 
o. Sub Seksi Pendataon. Evoluosi don Lomba Deso ; 

b. Sub Seksi Unit doeroh xedo Pembangunon ; 
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c. Sub Seksi Tata Desa ; 
d. Sub Seksi Pengembangan Kawason Terpadu . 
e. Sub Seksi Pendayagunoan Teknologi Tepat Guna ; 

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) Pasal ini, masing-masing 
dipimpin oleh seorang Kepala ',Ong berada dibawah don bertanggungawab 
kepada Kepalo Seksi Pengembangan Deso • 

Pasal 15 

(l) Sub Sel<.5i Fendatacn. Evaluosi don Lanba Deso rnemp..nya tugas rnelaksanakan 
pemmtauan, menganalisa don mengevdoosi data tingl<at pefkembangan Desa 
serta mernpersiapkon petunjuk teknis don melakukan bimbingan pelaksanaon 
perlombaan Deso ; 

(2) Sub Seksi Unit Daeroh Kerjo Pembangunan mempunyai tugas mempersiapkon 
petunjuk operasionat don memberikon bimbingan teknis pengembangan sistem 
perenconaan pembangunan Desa don Kecomaton serta pemblnaan potensi 
sumber dayo manusio ; 

(3) Sub Seksi Tata Deso mempunyai tugos menyusun petunjuk don memberikan 
bimbingan teknis pola toto Desa yang meliputi tata ruang Deso don tato 
mosyorokat Deso ; · - 

14) Sub Sel<si Pengembangan Kawasan Terpadu rnepunyt:li tugas melaksanakan studi 
dCJ"l pen'y\.l.5UJ1CJ1 program, merrpersiapkan bahal pembnaan teknis Deso niskin, 
perbatasan, te<isolir, kritis minus, padat penduduk, kumuh terbelakang don rawan 
bencana alam melolui program pengembangan kawoson terpadu ; 

{5) Sub Seksi Pendoyogunoan Teknologi Tepot Guno mempunyai tugas 
mempersiopkon petunjuk telmis don melakukan bimbingon pelaksonaon 
kerjosama, pengembongan don memasyorokatkon temologi tepat guno . .. 

Bogian Kelimo 
Seksi Ketohanan Masyarakot Deso 

Pasal 16 

Sel<si Ketd"lanan masyaakat Desa merrpu,yci 1ugas melaks:lnakan kebijd<an di bidOlg 
l<etahanan masyarakat Deso yang meliputi peningkatan peranan kelembagaan 
masyarakat Deso bimbingan don rnotivosi, peningkaton clan ketrampilan masyarakat 
don peningkatan kesejahteraan keluarga . 
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Pasal 17 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Paso! 16 Peraturan Daeroh inl, Seksi 
Ketahanan Masy~rakat Deso mempunyai fungsi : 
a. Pengumpulan don pengolahan data serta penyusunan program peningkaton 

peranon kelembagaan rnasyarakat Desa ; 
b. Pemberion bimbingon tek.nis don motivasi terhadap kegiatan Lembaga 

Ketahanan Masyarakat Deso, Lernbaga swadaya masyarai<at Deso lainnya, 
melakukan upaya-upaya bbgi peningkatcn kesejahteraan keluarga don 
mengembangkan ~rpVstal<aan Desa ; · 

c. Fembinaan don penfngkcifari pengetahuan don ketrampilan pengurus lernbaga 
Ketahanon Masyaral<cn Deso, pembinoon Kesejahteraan Keluargo, lembaga 
swadaya masyarokat desa loinnya don masyarakat pada umumnya, serta 
peningkatan peranan wanita dan generasi rnudo . 

Pasal 18 

(l) Seksi Ketahanan Masyarakat Deso terdiri dari : 
a. Sub Seksi Peningkatan Peranan Kelembagaan Masyarakat Deso ; 
b. Sub Seksi Bimbingan Motivosi don Swadaya Masyarakat ; 
c. Sub Seksi Peningkatan Ketrampilan Mosyarakat ; 
d. Sub Seksi Peningkaton Kesejahteraon Keluarga . 

.. 

- . 
(2) Sub€eksi-sub seksi sebagaimano dimoksud ayat ( 1) ft.Isa! ini, masing-masing 

dipimpin oleh seorang Kepala yang berodo dibawah don bertanggung jawab 
kepado Kepalo Seksi Ketahanan Masyarokat Deso . 

Paso! 19 

(l ) Sub Sel<si Peringkaton Peronan KelembagcXln Masyarci<.at Deso mempun',,Oi tugas 
rnempersiopkon bahon pembinaan don bimbingon terhodop Lembogo 
Ketohanon Masyarakat Deso, dalom rangka keterpoduon, keserasian don 
keberhasilm pembanguncn Deso . 

(2) Sub Seksi Bimbingan Motivasi don Swodaya Masyora.kat mempunyai tugas 
melaksanokan penyusunan bahan untuk mernberikan bimbingan don motivosi 
dalcrn rang<.a meningka11<an kesadaron don tanggung j(lll,IQI:) rnasyorakat oolam 
pembangunan don pengernbangan perpustakaan Deso serta pengembangan 
swadaya rnasyarkat dalam pembangLnOn . 

(3i Sub Sel<s Peningkatan Ketrcrnpil<Jl MQ5\,arakat rnernpun',Oi tugas mempersiapkan 
petunjuk don melaksanakan usaha pe,.ingkatan pengetahuan don ketraMpilan 
masyarakat . 

(4) Sub Sel<si Peningkatan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan 
usaha-usaha peningkatan kesejohteraan keluarga, serto peningkaton peronan 
wonita don generasi muda . 
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Bagian Keenam 

Sek.si Usaha Ek.onomi dan Pemukiman Deso 

Posa! 20 

Sek.si Usd1a Ekonomi dan Pernu<iman Desa memPlf)yd tugas rnelaksard<an kebijak.an .. 
dibidang perekonornian don pemukiman Deso yang me!iputi ban1uan pembangunan 
tx:ik bef'osal dori pusat maupun daefah, pernb<:TgJ)an prasarana don sarana -Deso. 
peningkatan produl<.si don usaha perl<reditan, pendayagunaan tenaga kerja don sektor 
informal, bimbingan tata pemukiman, pengembangan sumbef'daya Deso don 
pengembangan lingl<ungan Deso. 

Pasal 21 

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Ftlsol 20 Peraturan daerah ini, Sek.si 
Usaha Ekonomi don Pemul<iman Deso mempunyai fungsi : 

a. Penyunan program don pernberian bimbingan tel<nis pelaksanaan serta evaluasi 
bantuan pembangunan ; 

b. Penyusunan pedornan don petunjuk pelal<sanaan pengembangan perkreddcn, 
lumbung Deso don Tabungan Masyarakat Deso ; 

c. ?enyusunan program don petunjuk. pelaksonaan pengembangan seldor inf or 
mal serta peningkatan peranan don fungsi Badan Pembimbing don Pelindung 
koperasi Unit Deso don Koperasi Serbo Usoha Keturahan ; 

d. Bimibingan usaha peningk.atan produk.si, pemasaran don lapangan k.erja; .. 

e. Pemberian bimbingan dolam rangka pengembangan tenaga k.erja pedesaan 
serto penyusunan program k.erjasama don peran serta masyaral<at dalam usaha 
ek.onorni don pemU<iman Deso; 

i. PeiT1beiian birnbingan ternodop rnasyaiakcrt Deso, pernontooton kelestorion 
sumber daya alam ; 

g. Pengumpulan don analisa data, serta penyusunan program pengembangan 
prasarana Deso ; · 

h. Pengumpulan don analisa data dalam rangk.a penyusunan program 
pengembangon pemul<iman don lingk.ungan Deso yang sehat serasi ; 
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i. Penyusunan petunjuk operasional dalam rangka pengembangan kerjasama 
rehabilitasi sumber daya Deso . 

j. Penyusunan program dalam rangka pembinaan don peningkatan mutu 
perumahan . 

• 
Pasal 22 

(1) Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman desa terdiri dari : 

a. Sub Seksi Bantuan Pembangunan ; 

b. Sub seksi Perkreditan dan Produksi ; 

c. Sub Seksi Tenaga Kerja don Sektor Informal ; 

d. Sub Seksi Prasarana don Sarona Deso ; 

e. Sub Seksi Tata Pemukiman Sumber Daya Deso don Lingkungan Deso . 

(2) Sub Seksi-Sub seksi sebagaimana dimoksud ayat { 1 ) Pasal ini. mosing-masing 
diplmpin oleh seorong Kepala yang beroda dibowah don bertanggung jawab 
kepada Kepala Seksi Usaha Ekonomi don Pemukiman Deso . 

Pasal 23 

(1) Sub Seksi Bantuan Pembangunan mempunyai tugos mempersiapkan bahan 
pembinaan. menwsun peturiLI< teknis pelaksanaan don mempersiapkan laporan 
pelaksanaan bantuan pembangunan . 

(2) Sub Seksi Perkreditan dan Produksi mempunyai tugas mempersicpkan bchan 
pembinoon dalam rangka menurrbuhkcn dan rnengeni:xr1gkan usaha ekcnomi 
Deso, perkredltan termasuk indus!ri rumch tcngga. lumbung deso dan tabungan 
rnasyarckat . 

(3) Sub Seksi Tenaga Kerja don Sektor Informal mempunyoi tugas melakukan 
pembinaan teknis, _memberikan bimbingon pengembangan tenaga kerja serta 
penyusunan program kerjasama dan peran serta mosyarakat cclorn usaha 
ekonomi don pemukiman Deso ; 

(4) Sub Seksi Prasarana don Sarona Deso mempunyai tugas menyusun petunjuk 
teknis don bimbingan pengembangan prasarana don sarana . 

(5) Sub Sel<si Tata Pemukiman Sumber Daya Deso dan Lingkungan Deso mempunyai 
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tugos mengolah data dan menyusun program penatoon pernU<JrncJl elm peiurrohan 
serto mefokukan pembinoan don pemeliharaan kelestarian sumber dayo Deso don 
Lingkungon Deso . 

.: 

Bogion Ketujuh 

Kelompok Jabotan Fungsional 

Pasal 24 
• 

Kelornpok Jabatcri Fungsionol mernpuwal 1ugos melaksalakon ~bagion tugas Kantor 
Pembangunan Masyarakat Deso sesuai dengan keohlian . 

Pasal 25 

(1 J Kelompok jabatan Fungsional dimaksud pada Ftlsal 24 ~aturan Daerah ini, dari 
sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai 
kelompok sesuai dengan bidang keahlionnya . 

(2) Setiap kelompok tersebut pada ayat ( 1 J Ftlsal ini, dipimpin oleh seorang Tenaga 
Fungsiona! senior yang dtunjuk diantora ter.aga fingsioral yang ada diflngkungan 
Kantor Pembongunan Mqsyarakat Deso oleh Bupati Kepala Daerah dqn 
bertanggung jawab kepoco Kepala Kantor. 

(3) Jumlah Jobatan tungsional tersebut ayat ( 1 J Pasal ini, ditentukan berdasorkan 
kebutuhan don beban kerja . 

(4) Jenis don Jenjang Jabatan Fungsional tersebut ayat ( 11 Pasol ini, diatur sesuai 
dengan Peraturan Perundang-L.ndangan yang berlaku . 

BAB IV 

TATA KERJA 

Pasal 26 

Dalam melal<sanakan tugasf¥J, Kepala Kantor, Kepala Sub Bogian Tata Usaha, Kepa(a 
Se!<!;i, Kepala Uruscr. don Kepala Sub Sel<si Wqib meneropl<an prinsip kOClrdinasi, fntegrosi 
don sinl<!onisasi secara vertikal elm horisontal baik dalarn !ingkU'lgOn masing-masing 
ITIQLJpun antaro satuon organisosi dalam lingkungan fgnerintah Ooerah serto instonsi 
lain sesuai dengan tugas pokok masing-mosing . 



.. 
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Pasal 27 

• 

( l J Setiap pimplnan satuan orqonlsosi dalam lingkungan Kantor Pernbangunan 
Masyarakat Desa, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan 
memberikan bimibingan serta petunjuk bagi pelaksanaan 1ugas bawahan .. . 

(2) Setiap pirrpinan mJOn Oganisasi wqlb mengikuti dal mentaati petu,jU<-pefuiuk 
don bertanggung jawab kepada atosan masing-masing don rnenyampaikon 
laporan berkala tepat pada waktunya . 

(3) laporan penyelenggaraan tugos kantor Pembangunan Masyarak.at Deso pada 
rnasing-masing tingkatan pemenntah, disampaikan kepada pejabat yang 
setingkat lebi~1 tinggi secaro berkala don tepat waktu serta dikoordinasikan o!eh 
pejabat yang bertanggung jawab dibidang kesekretariatan . 

(4) Setip laporan yang ditelima oleh pimpinan satuan organisasi dart bawahan. wajtb 
diolah don dipergunakan sebagai bahan perwusunon loporon lebih lanju1 don 
untuk memberikan peturcuk-petunjuk kepada bawahan. 

Pasal 28 

Kepala Seksi pada Kantor Pembangunan masyarakat Deso menyampaikan laporan 
kepooo Kepala Kantor don Kepaia Sub Bagi an Tata Usaha menysun loporon berkala 
Kepalo Kantor Deso don Selanjunya Kepala Kantor menyampaikan laporan berkala 
kapada Kepada &.Jpati Kepala Daerah dan Gubernur Kepalo Daerah nngkat t Jawa 
Tengoh Cq. Kepolo Kantor Pembangunan Masyarakat Deso Pl'opinsi Daerah T1ngkat I 
Jawa Tengah . 

Pasal 29 

Kepala Kantor atas nama Bupati Kepala Daerah memberikan pembinaan langsung 
kepada Carnot di bidang perencanaan. pelaksanaan. monitoring don evaluasi 
pembangunan Masyarakat Desa di Kecamatan . 

BAB V 

PEMBIAYMN 

Pasal 30 

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Kantor Pembangunan 
Masyarakat Deso dibebankan pada Anggaran Perdapatan dan Belanja Daerah lingkat 
II, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah lingkat I serta Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara 
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Pasal 31 

Dengan tidok mengurangi ketentuan tersebut pada Pasal 30 Peraturan Daerah mi. 
kepada Kdntor Pembangunan Masyarakat Deso dapat memberikan bantuan sesuai 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

• 
BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 32 

Perubahan jumlah, polo don susunan organisasi Kantor Pembangunan Masyarakat 
Deso ditetapkan dengan Keputuson Menteri Dolam Negeri setelah terlebih dahulu 
mendapat persetujuan tertulis darl Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang 
pendovcqunoon aparatur negara . 

BAB VII 

PENGANGKATAN DAN PE:MBE:RHENTIAN 

Paso! 33 

Keptila Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi. Kepaia Urusan don Kepala 
Sub Seksi diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan 
xeterm •an perundang-undangan yang berlaku . 

Pasal 34 

Jf')njang jabatan dan kepangkatan serta urusan Kepegawaian diatur sesuai dengan 
Pe<atuan ~undang-undangan 'yOng berlaku . • 

BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Paso! 35 

Pe<aturoo daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
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Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan daerah ini dengan penempatannya dolorn Lembaran Daerah Kabupaten 
Daerah lingkat II Rembang 

c 
Ditetapcan di R e m b a n g 
pada tanggal 27 Pebruari 1995 

• 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
DAERAH KABUPATEN DAERAH 

TINGKAT II REMBANG 
KE TUA 

BUPATI KEPALA DAERAH 
TINGKAT II RtMBANG 

SOEGENG SARWONO Ors. H. WACHIDI RI.JONO 

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepaia Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Tanggal 24 Juli 1995 Nomor 188.3/228/1995 

Dundangkan dalam lembaran Daerah 
Kabupaten Daerah lingkat II Rembang 
Nomor 7 Tahun 1995 Seri D No. 4 pada 

tanggal l Agustus 1995 
Sekretaris Wiloyah/Daerah 

= 

Prs. H. SOEDARMO 
PEMBINA TINGKAT I 
NIP. 010 041 842 
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PENJELASAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 
NOMOR : 1 0 TAHUN 1995 

TEN TANG 

ORGANISASI DAN TATAKERJA KANTOR PEMBANGUNAN MASYARAKAT 
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG 

I. PENJELASAN UMUM 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 lahun I 992 tentang 
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II 
sebagaimana di maksud dalam Fbsal 11 Undang-undang Noma 5 Tahm 19 7 4, 
maka dipandang perlu untuk ditinjau kemboll organisasi don tatakerja Kantor 
Pembongunon Desa kobupaten Daerah lingka1 II Rembaf"\g 
Adapun tugas dan tanggung jawabnya meliputi · 

1 . Melaloonakan kegiatan - kegiatan dibidang pembangunan mrnyarakat desa 
boik mengenai ekonomi desc,sumberdaya desa, pembinaan desa rnaupun 
sumber-sumber lain yang ado di desa ; 

2. Melaksanakan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah 
Propinsi Doti I Jawa Tengah pada Dati H dibidang Pembangunon niasyarakat 
Desa. 
Guna lebih meningkatl<an kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut diatas 

agar lebih berdayaguna don berhasilguna perlu menata dan menyempurnakan 
kembali Organisasi don Tata kerja Kantor Pembongunan Desa Kabupaten Daerah 

· lingkat II Rembang menjadi Organisasi dan tatakerja kantor Pembang.JnrnMasyarakat 
Deso Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang. 
Unrtuk maksud tersebut diatas, maka berdasarkan Kep Mendagri Nomor 80 Tahun 
1995, lnmendagri Nomor 1 Tahun l 994 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tlngkat I 
Jawa Tengah Nomor 061 . l /09645 tanggal 18 Maret 1994 oenu diatur don ditetapkan 
dengan Perattxan Daerah. 

ti PENJELASAN PASAL DEMI PASAL . 
Fbsal 1 dan 2 
Fbsal 3 

Cukup jelas . 
Pembongunan rnasyarakat Desa adalah rangkalan kegiatan 
yang menggunakan sumberdaya desa, potensi-potens desa 
yang meliputi : pengembangan desa. Ketahanan 
masyarakat Desa, Usaha Ekonomi Desa, Pemukiman Desa 
termasuk pendayagunaan teknologi tepat guna . 

.. 

• 

u 



Paso! 4 

Pasal 5 s/d 8 
Pasal 9 

Pasal l O s/d 35 

.. 
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a Tugas Pokok Kantor Pembangunan Masyarakat desa 
sebagai unsur pelaksana Wilayah/daerah adalah 
melaksanakan tugas sebagian urusan rumah tangga 
Daerah dalam lapangan Pembangunan Masyarakat 
Deso; 

b. Melaksankan pembinaan tehnis dengan mengadakan 
penyuluhan, pengawasan dan pelaporan dibidong 
Pembalgunan Masyarakat Deso ; 

c. Disamping melaksankan tugas pokoknya, Kantor 
~n Ma5yuakat Deso masih menjciarkan puo 
tugas pembantuan yang diberikan deh Perneiintah F\Jsct 
maupun Pemenntah A-opinsi Daerah Tingkat I Jawo 
Tengah don tugas-tugas lain yang bersitat khusus 
termasuk dalam bidanglyo sesuai dengcn kebijak5onaan 
Bupati Kepala Daerah . 

Cukup jelas . 
Melaksanokan urusan perencanaan program cdcio­ 
menyelenggarakan proses-proses penyusunan don 
pengajuan rencana kegiatan serta pembinaan orgonisasi, 
ketatalaksanaan don kepegawaian . 
Cukup jelas . 

-------···----- 



a 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI 
KANfOR PEMBANGUNANMASYARAKAT 
DESA KABUPATEN DAERAH TINGKAT n 
REMBANG 

LAMPIRA.l"'l : PEH.ATlJRAN OAERAH KABUPATEN 
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 
IO TAHUN 1995 TENTANG ORGANISA...".,I 
DAN TATA KERJA KANTOR PEMBANGU· 
NAN MASYARAKAT DESA KABUPATEN 
DAERAI I TINGKAT II RE!\IBANG . 

r===--·-- ~ --· - --- 
j; 
I KEPAI.A KANTOR I 

I: --~. -=~ .. -· 

ELOMPOK JABATAN 
FUNGSIONAL 

G- UR 
::P~ 

I - 
SEKSI 

PENGEMBANGAN DESA l(ET 

I 

- 
SUB SEKSI PENOATAAN. s ..... - PE EVALUASI DAN LOMBA DESA 

SUB SEKSI UNIT OAERAH KERJA 
'-- PEMBANGUNAN - M 

Su 8 s E K s I s ,__ 
1 AT A DESA 

,__ 
KET 

'-- -- 
SUB SEKSI PENGEMBANGAN Sl - - <l::S KAWASAN TERPADU 

'- 

SUB SEKSI 
....._ PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI 

TEPATGUNA 

K SUB BAGII\N 
TAiA USAHA 

_L __ ] 
USAN 

~A.WAiA,':_ 

·--,· -·· -- -· 
~- ·-'-- ---------~ 

i' URUS~ -1 (-~RUSAN ] __ U_R_S ..... T-A-TA-- 
• PERE,~CANAAl\i ! KE JANGAN - USAHA DAN 
,___ '- RUMAH TANGGA 

G I ' 
3EKSI : 

ANAN IAA.SY. D[SA _J 
UB SEKSI ::>ENINGK,-\T.~ 

RANANAN KELEMBAGAAN I 
MASY. DESA _ ___; 

SUB S::KSl BIMBINGAN l 
OTIVAS! DAN ~WADAYA I 
_MASYARAKAi __) 

U[3 SEKSl PENINGKA~~ 
RAMPILA \J MASY~~ 

,B SEKSI PENING,<ATAN 
EjA~T ERAAN K[ LUAf~GA 

DEWAN PERWAKILAN RAKYKf DAEHAH 
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBr8G 

KETUA 

,-~Sl::KSi USAHA EKONOMI I DAN urMUKJMAN DESA ~~---·-.--------' 
,-··--------... 

11
1 I SUB SEKSI E:ANTUAN 

Pl::MBANGUNAN L_ __J 

SU& ·;EK~I PERi<REDITAN 
DAN PRODlJKSI 

'-----·--------' 
I r-·- SU[3 SEKs, TENAGA 
~A DAN SEKTOR INFORMAL 

SUB SEKSI TATA 
PEMUKIMAN, SUMBERDAYA 

DESA DAN LING DESA '------------J 

SUB SEKSI PRASARANA 
DA\J SARANA DESA 

Bl:PATI KEPALA OAF.RAH TINGKAT II 
REMBA:',!G 

SOF.GENG SARWOJ'\"O Ors. H. WACHJDI RUONO 


